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PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai peran aparat
penegak hukum dan lembaga adat dalam menanggulangi tindak pidana
pencurian benda purbakala di kabupaten Tana Toraja dapat dikemukakan
kesimpulan bahwa peran aparat penegak hukum vyaitu 1. upaya
pencegahan: melakukan pengawasan di setiap tempat-tempat yang rawan
terjadi tindak pidana pencurian benda purbakala, meminta masyarakat
untuk melaporkan setiap kejadian yang diduga sebagai tindak pidana ke
kepolisian, meminta masyarakat untuk mendukung setiap proses hukum
yang dilakukan demi kelancaran pemeriksaan 2. upaya penindakannya
adalah melakukan penyelidikan, penangkapan, penahanan, penyidikan
terhadap pelaku tindak pidana pencurian benda purbakala. Adapun peran
lembaga adat yaitu 1. upaya pencegahan: mensosialisasikan kepada
masyarakat adat mengenai pentingnya melestarikan benda-benda
purbakala sebagai warisan leluhur, meminta masyarakat adat untuk
melaporkan kejadian yang diduga sebagai tindak pidana pencurian benda
purbakala kepada kepolisian atau kepada lembaga adat, dan mengingatkan
masyarakat adat untuk menyimpan benda-benda purbakala pada tempat
yang aman 2. upaya penindakan : menjatuhkan sanksi adat terhadap

pelaku pencurian benda purbakala jika diadukan ke lembaga adat.
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Meskipun aparat penegak hukum dan lembaga adat sama-sama
memiliki kewenangan untuk menyelesaikan tindak pidana pencurian benda
purbakala, namun masyarakat adat lebih memilih untuk menyelesaikan
tindak pidana pencurian benda purbakala melalui jalur litigasi
dibandingkan melalui lembaga adat. Hal tersebut dikarenakan masyarakat
adat merasa lebih memperoleh keadilan jika menyelesaikan tindak pidana
pencurian benda purbakala melalui jalur litigasi dengan menjatuhkan
sanksi pidana yang lebih berat dibandingkan melalui lembaga adat yang

hanya menjatuhkan sanksi adat berupa denda .

Saran

Berdasarkan uraian dari kesimpulan di atas, maka penulis
mengemukakan saran sebagai berikut:
1. Diharapkan kepada aparat penegak hukum
a. agar bersungguh-sungguh menjalankan tugasnya untuk
menangani tindak pidana pencurian benda purbakala dan
selalu melakukan koordinasi yang baik dengan aparat
penegak hukum di daerah lain yang sering menjadi tempat
persinggahan untuk transaksi jual beli benda purbakala dari
kabupaten Tana Toraja.
b. kedepannya melakukan koordinasi dengan lembaga adat
dalam mengintegrasikan denda adat ke dalam pidana

tambahan sesuai RUU KUHP sehingga tetap melestarikan
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nilai-nilai budaya yang terdapat dalam hukum adat yang
ada.

Diharapkan kepada lembaga adat agar selalu mensosialisasikan

kepada masyarakat mengenai keberadaan lembaga adat untuk

eksistensi dan memperkuat kewenangannya menyelesaikan
persoalan adat.

Diharapkan kepada pemerintah daerah untuk :

a. segera melakukan pengkajian terhadap benda-benda
purbakala yang terdaftar di kabupaten Tana Toraja agar
bisa ditetapkan sebagai cagar budaya sehingga jika terjadi
tindak pidana pencurian benda purbakala yang telah
ditetapkan menjadi cagar budaya, sanksi bagi pelaku
pencurian mendapat hukuman yang lebih ‘berat yaitu
maksimal 10 tahun penjara berdasarkan UU No 11 Tahun
2010 tentang Cagar Budaya dibandingkan menggunakan
KUHP dengan ancaman pidana maksimal 5 tahun penjara
untuk pencurian biasa dan maksimal 7 tahun penjara untuk

pencurian dengan pemberatan;

b. Membangun museum benda purbakala di kabupaten Tana
Toraja
C. memperkuat kedudukan lembaga adat dan masyarakat adat

melalui Peraturan Daerah yang khusus mengatur mengenai

lembaga adat.
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PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA

KANTOR KESBANG, POLITIK DAN LINMAS
Jalan Pongtiku Nomor 122 & (0423) 22876 makale

SURAT KETERANGAN
NO. 070/142/Kesbang

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Kantor Kesbang, Politik dan Linmas

Kabupaten Tana Toraja menerangkan bahwa :

Nama : THREE PUTRI AYU
Tempat/tanggal lahir  : Makale, 22 Agustus 1995

Jenis Kelamin : Perempuan
Instansi/pekerjaan : Mahasiswi
Alamat : Makale

Telah selesai mengadakan Penelitian di Kejaksaan Negeri Makale, Ketua
Pengadilan Negeri Makale, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dan BPMPL Kabupaten
Tana Toraja, dari tanggal 14 Oktober s/d 20 Oktober 2016, yang bersangkutan selama

mengadakan Penelitian telah menunjukkan sikap dan kerja sama yang baik.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan seperlunya.




KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SULAWESI SELATAN
RESORT TANA TORAJA
Jalan Bhayangkara No. 1 Makale 91811

SURAT KETERANGAN
Nomor : SKET / {D /X /2016 / Reskrim

------------ Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa:

Nama . THREE PUTRI AYU
No. Stambuk 130511450

Fakultas © Hukum

Jurusan : limu Hukum

-~ Bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di atas benar benar telah
melaksanakan Penelitian dari tanggal 14 Oktober 2016 s/d 20 Oktober 2016 di Polres
Tana Toraja dengan judul Penelitian:

“PERAN APARAT PENEGAK HUKUM DAN LEMBAGA ADAT DALAM
MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENCURIAN BENDA PURBAKALA DI
KABUPATEN TANA TORAJA"

------------ Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan
diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperiunya.

’ Qo Oktober 2016




PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA

BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN LEMBANG
JI. Pongtiku No.120 Telp. (0423) 22147 Makale

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
Nomor : 410/311/BPMPL/X/2016

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan
Pemerintahan Lembang ( BPMPL ) Kabupaten Tana Toraja, menerangkan bahwa yang
bersangkutan di bawah ini :

Nama : THREE PUTRI AYU
Tempat/Tanggal Lahir : Makale, 22 Agustus 1995
Jenis Kelamin : Perempuan

Pekerjaan : Mahasiswi

Alamat : Makale

Benar telah mengadakan penelitian di Kantor BPMPL Kabupaten Tana Toraja
dengan Judul Skripsi : “PERAN APARAT PENEGAK HUKUM DAN LEMBAGA ADAT
DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENCURIAN BENDA PURBAKALA DI
KABUPATEN TANA TORAJA” dari tanggal 14 s/d 25 Oktober 2016.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makale, 25 Oktober 2016

An. Kepala BWPL Kab. Tana Toraja

X umfgi?:gTA KELANGF, SH, MH
Nip49650211/199610 1 001

TEMBUSAN : Kepada Yth
1. Bupati Tana Toraja ( sebagai Laporan ) di Makale
2. Inspektur Kab. Tan Toraja di Makale

3. Pertinggal.



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA

KECAMATAN SALUPUTTI
Alamat : Jalan Poros Makale - Bittuang Kode Pos 91681

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
No. 070/291/X/2016

Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : S.S. Tangibali, SH

Jabatan : Camat Saluputti

Menerangkan bahwa :
Nama : Three Putri Ayu
Tempat/ tanggal lahir : Makale, 22 Agustus 1995
Jenis Kelamin : Perempuan
Instansi/pekerjaan  : Mahasiswa

Alamat : Makale

Benar telah melaksanakan penelitian di Kecamatan Saluputti dalam rangka
penyusunan skripsi dengan judul :
“ PERAN APARAT PENEGAK HUKUM DAN LEMBAGA ADAT DALAM MENANGGULANGI
TINDAK PIDANA PENCURIAN BENDA PURBAKALA DI KABUPATEN TANA TORAJA “

Demikian surat keterangan ini kami buat dan diberikan kepada yang bersangkutan

untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

e wu, 20 Oktober 2016
- <hH K4 Earmat,
i/ ;;/”"“'«\:? N
[={ - )






